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KEPALA PEKON KRESNOMULYO

KABUPATEN PRINGSEWU

PERATURAN PEKON KRESNOMULYO

NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PEKON KRESNOMULYO
Menimbang :
a. 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Pringsewu Nomor  Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon; 
b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Ambarawa Nomor : 145/ 39/ KPTS/ C.02/ 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu tentang Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Pekon Kresnomulyo tentang Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon di Pekon Kresnomulyo 

Mengingat 
:
1. 
Undang- undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5495 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019;   
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037); 
7. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor   Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon. 
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN HIPPUN PEMEKONAN

dan
KEPALA PEKON KRESNOMULYO
MEMUTUSKAN
	Menetapkan 
	:
	PERATURAN PEKON KRESNOMULYO TENTANG KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON
	


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pekon ini yang di maksud dengan :

1. Pekon adalah Pekon Kresnomulyo;
2. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon Kresnomulyo;
3. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat Pekon sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Pekon;
4. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Hippun Pemekonan yang di singkat BHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis;
6. Perangkat Pekon adalah unsur pembantu kepala Pekon dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
7. Lembaga kemasyarakatan atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon selanjutnya di singkat APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon yang di bahas dan di sepakati bersama oleh pemerintah Pekon dan BHP, yang di tetapkan dengan peraturan Pekon;

9. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh kepala Pekon setelah dibahas dan di sepakati bersama Badan Hippun Pemekonan;
10. Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang di miliki Pekon meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, Pelaksanaan Pembangunan Pekon, Pembinaan Kemasyarakatan Pekon dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat Pekon;
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Pekon sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
12. Kewenangan lokal berskala Pekon adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakt Pekon yang telah di jalankan oleh Pekon atau mampu dan efektifdijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Pekon dan prakarsa masyarakat Pekon.  

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 2
Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :
1. Sistem organisasi masyarakat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;

3. Pembinaan lembaga adat;

4. Pengelolaan tanah kas Pekon;

5. Pengembangan peran masyarakat Pekon;

6. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat berskala Pekon;

7. Pengelolaan adat istiadat, budaya tradisional berskala Pekon;

8. Pengamanan, pengelolaan dan pemeliharaan kekayaan dan aset Pekon;

9. Pengelolaan dan pemeliharaan makam Pekon;
10. Pengelolaan Rukun Kematian;
11. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;dan
12. Pengelolaan peringatan dan perayaan hari besar keagamaan, berskala Pekon.
BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON
Pasal 3
Kewenangan lokal berskala Pekon meliputi :

1. Pengelolaan pasar;
2. Pengelolaan tempat pemandian umum;
3. Pengeloaan jaringan irigasi;
4. Pengeloaan lingkungan pemukiman masyarakat Pekon;
5. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos kesehatan dan pelayanan terpadu;
6. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
7. Pengelolaan perpusatakaan Pekon dan taman bacaan;
8. Pengelolaan embung Pekon;
9. Pengelolaan air minum bersekala Pekon;
10. Pembuatan jalan Pekon antar pemukiman kewilayah pertanian;
11. Pembangunan Jalan Pekon;
12. Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman;
13. Penegakan Hukum dan Pengamanan Lingkungan;
14. Pengembangan tata ruang dan peta sosial bersekala Pekon;
15. Pengelolaan data dan informasi bersekala Pekon;
16. Pengembangan sumber daya manusia bersekala Pekon;
17. Pengelolaan lingkungan hidup bersekala Pekon;
18. Pengelolaan wisata bersekala Pekon;
19. Pengelolaan energi baru dan terbarukan bersekala Pekon;
20. Pengelolaan teknologi tepat guna bersekala Pekon;
21. Pengelolaan budidaya pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan bersekala Pekon;
22. Pengelolaan perekonomian bersekala Pekon;
23. Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon;
24. Pengelolaan sumber daya alam bersekala Pekon;
25. Pembinaan kepemudaan dan olah raga bersekala Pekon;
26. Pengelolaan pendidikan non formal bersekala Pekon;
27. Pembinaan Tenaga kerja Pekon;
28. Penetapan dan Sosialisasi peraturan berskala Pekon, Peraturan bersama Pekon, Peraturan Kepala Pekon, Peraturan Bersama Kepala Pekon,  Keputusan Kepala Pekon dan Keputusan Bersama Kepala Pekon;
29. Penyelenggaraan dan Penetapan Organisasi Pemerintah Pekon;
30. Peningkatan kapasitas perangkat Pekon;
31. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Pekon;
32. Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Pekon Pengelolaan keuangan Pekon;
33. Pengelolaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pekon;
34. Pengelolaan arsip Pekon;
35. Penetapan dan penegasan batas berskala Pekon;
36. Fasilitasi pendataan dan pelayanan kependudukan dan catatan sipil dan penyusunan profil Pekon;
37. Pembinaan kelompok masyarakat miskin, jompo, difabel dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial lainnya berskala Pekon;
38. Pengembangan kerjasama antar Pekon dan Pekon dengan pihak ketiga;
39. Pengelolaan penanggulangan bencana, kadaan darurat, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya berskala Pekon;
40. Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
41. Pengelolaan Sarana Prasarana Peribadatan berskala Pekon;
42. Penyelenggaraan Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Pekon; dan
43. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berskala Pekon.
BAB IV

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PEKON
Pasal 4
1. Substansi yang memerlukan pembahasaan dengan BHP, diatur dalam Peraturan Pekon tersendiri;

2. Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BHP, diatur dalam peraturan Kepala Pekon atau langsung dengan Keputusan Kepala Pekon.
BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5
Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon di bebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;

b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI

PUNGUTAN PEKON
Pasal 6
(1) Pekon dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Pekon seusai dengan kewenangan Pekon berdasarkan dengan peraturan perundang- undangan;

(2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukan didalam rekening Pekon;

(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pekon.

Pasal 7
Kepala Pekon menetapkan peraturan Kepala Pekon dan / atau keputusan Kepala Pekon guna pelaksanaan pungutan Pekon sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3).
BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
Program kegiatan dalam perencanaan Pekon yang di tetapkan sebelum di tetapkan Peraturan Pekon ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Pekon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pekon ini dengan penempatannya dalam Lembaran Pekon Kresnomulyo.

Ditetapkan di
: Kresnomulyo

Pada tanggal
: 30 Desember 2019
PJ.KEPALA PEKON KRESNOMULYO

AMAT SOBIRIN

Diundangkan di
: Kresnomulyo

Pada tanggal
: 30 Desember 2019  
Sekretaris Pekon 

FEBRI HASTRIANTO

LEMBARAN PEKON KRESNOMULYO TAHUN 2019 NOMOR 30
	LAMPIRAN 1   :
	RANCANGAN PERATURAN PEKON KRESNOMULYO

	
	NOMOR    
	:       
	      TAHUN 2019

	
	TANGGAL  
	:
	      Desember 2019

	
	PERIHAL
	:
	DAFTAR KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA PEKON



DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL PEKON
	NO
	RUANG LINGKUP
	PROGRAM / KEGIATAN

	1.
	Sistem organisasi masyarakat adat
	· Pengisian pemangku adat;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	2.
	Pembinaan kelembagaan masyarakat
	· Pembentukan dan Pembinaan sistem organisasi kemasyarakat Pekon;

· Pembinaan Paguyuban warga;

· Pembinaan guru mengaji, imam masjid dan guru sara;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	3.
	Pembinaan lembaga dan hukum adat
	· Pembinaan lembaga adat;

· Pembinaan hukum adat;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	4.
	Pengelolaan tanah kas Pekon
	· Pengelolaan tanah kas Pekon;

· Pengelolaan tanah hak milik Pekon;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	5.
	Pengembangan peran masyarakat Pekon
	· Penyelenggaraan Musyawarah Pekon;

· Pelestarian dan pengembangan kelompok swadaya;

· Pelestarian budaya gotong-royong seperti kerja bakti, Sako seng, bakti sosial dll;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	6.
	Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat berskala Pekon
	· Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Pekon (Pembinaan LIMAS);

· Pembinaan kerukunan warga masyarakat Pekon (Pembinaan RT);

· Pemeliharaan perdamaian, menangani komplik dan melakukan mediasi di Pekon;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	7.
	Pengelolaan adat istiadat, seni dan budaya tradisional
	· pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seni budaya;

· Pengelolaan adat istiadat Pekon;

· Pelestarian seni dan budaya tradisional Pekon;

· festival dan lomba seni budaya berskala Pekon;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	8.
	Pengamanan, pengelolaan dan pemeliharaan kekayaan dan aset Pekon
	· Pendataan kekayaan dan aset Pekon;

· Pengamanan kekayaan dan aset Pekon;

· pengelolaan dan pemeliharaan kekayaan dan aset Pekon;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	9.
	Pengelolaan dan pemeliharaan makam Pekon
	· pembangunan dan pengelolaan pemakaman Pekon;
· Pemberian insentif Kaum dan Juru Kunci;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	10.
	Pengelolaan peringatan dan perayaan hari besar keagamaan, adat istiadat Pekon
	· Pengelolaan/ penyelenggaraan peringatan dan perayaan hari besar keagamaan;

· Pengelolaan peringatan dan perayaan hari jadi Pekon;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.


PJ. KEPALA PEKON KRESNOMULYO
AMAT SOBIRIN
	LAMPIRAN 2   :
	PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

	
	NOMOR    
	:       
	      TAHUN 2019

	
	TANGGAL  
	:
	      Desember 2019

	
	PERIHAL
	:
	DAFTAR KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU



DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA PEKON
	NO
	RUANG LINGKUP
	PROGRAM / KEGIATAN

	1.
	Pengelolaan pasar
	· Pengadaan tanah/ lokasi pasar Pekon;
· Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan pasar Pekon;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	2.
	Pengelolaan tempat pemandian umum
	· Pengadaan tanah/ lokasi tempat pemandian umum;

· Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan tempat pemandian umum;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	3.
	Pengeloaan jaringan irigasi
	· Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;

· Pembangunan dan pemeliharaan dam parit;

· pembangunan dan pemeliharaan sumur tanah;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	4.
	Pengeloaan lingkungan pemukiman masyarakat Pekon
	· Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, meliputi:

1) pembangunan pengelolaan sampah atau limbah;

2) penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berupa; penyediaan mobil, tong sampah, tempat pembuangan sampah (TPS); 

3) pembangunan jamban keluarga (JAGA);
4) pembangunan dan pemeliharaan MCK umum;
5) pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong besekala Pekon.
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	5.
	Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos kesehatan dan pelayanan terpadu
	· Pengembangan pos kesehatan Pekon dan posyandu, meliputi :
1) pembangunan dan pemeliharaan Pos Kesehatan Pekon dan pos Pelayanan Terpadu;

· Pengembangan tenaga kesehatan Pekon, meliputi :
1) penetapan tunjangan tenaga kesehatan Pekon;

2) penetapan dan pembinaan kader kesehatan Pekon;

3) penetapan tunjangan kader kesehatan Pekon.

· Pengelolaan dan pembinaan Posyandu, meliputi :
1) layanan gizi untuk balita;

2) pemeriksaan ibu hamil;

3) pemberian makan dan tambahan;

4) penyuluhan kesehatan;

5) gerakan hidup bersih dan sehat;

6) penimbangan bayi;

7) gerakan hidup sehat untuk lanjut usia;

8) penetapan dan pembinaan kader Posyandu;

9) penetapan tunjangan kader Posyandu;

10) pembangunan gedung Posyandu;

11) pengadaan srana dan prasarana Posyandu.

· pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	6.
	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
	· pengadaan dan pengembangan sarana prasarana seni budaya;
· penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga pelatih;
· fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	7.
	Pengelolaan perpusatakaan Pekon dan taman bacaan
	· pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan Pekon;
· pengadaan sarana dan prasarana gedung baca;
· penetapan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaa;
· penetapan tunjangan tenaga tenaga pengelola perpustakaan;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	8.
	Pengelolaan embung Pekon
	· Pembangunan dan pemeliharaan embung Pekon;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	9.
	Pengelolaan air minum bersekala Pekon
	· pembangunan dan pengelolaan air bersih bersekala Pekon;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	10.
	Pembuatan jalan Pekon antar pemukiman kewilayah pertanian
	· Pembangunan dan pemeliharaan jalan Pekon, meliputi;

1) perintisan jalan;
2) pembangunan dan pemeliharaan talud/ bronjong jalan;
3) pengerasan jalan;

4) jalan rabat beton;

5) pengaspalan jalan;
6) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;

7) Pembangunan dan pemeliharaan gorong- gorong jalan/ jembatan;
8) pengadaan alat keselamatan lalulintas berupa pagar pengaman jalan, marka jalan, rambu lalulintas, alat pemberi isyarat lalulintas dan cermin tikungan, lampu ting jalan dll;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	11.
	Pengembangan tata ruang dan peta sosial bersekala Pekon
	· Penetapan rencana tata ruang dan kawasan Pekon berdasarkan RT/RW;
· Pembuatan peta sosial Pekon;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	12.
	Pengelolaan data dan informasi bersekala Pekon
	· Pengembangan sistem administrasi dan informasi Pekon
a. penyusunan dan penggunaan aplikasi keuangan dan aset Pekon;

b. penyusunan dan penggunaan aplikasi profil Pekon;

c. penyusunan buku dan papan monografi Pekon;

d. pemasangan jaringan telpon dan internet;

e. pengolaan dan penggunaan website Pekon;

penerbitan berita Pekon.
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	13.
	Pengembangan sumber daya manusia bersekala Pekon
	· Pembinaan, pelatihan anak putus sekolah;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	14.
	Pengelolaan lingkungan hidup bersekala Pekon
	· pembersihan daerah aliran sungai;
· pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Pekon;
· pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Pekon;
· fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di Pekon;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	15.
	Pengelolaan wisata bersekala Pekon
	· Pembentukan dan pengembangan wisata Pekon;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	16.
	Pengelolaan energi baru dan terbarukan bersekala Pekon
	· pembangunan dan pemeliharaan reaktor biogas;
· pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana mikro hydro
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	17.
	Pengelolaan teknologi tepat guna bersekala Pekon
	· Pendayagunaan teknologi tepat guna, meliputi :

a. pelatihan pemanfaatan alat teknologi baru dan terbarukan;
b. pelatihan pembuatan pupuk organik/ pupuk kompos dari limbah rumah tangga;
c. pelatihan pemeliharaan lebah madu dengan pendekatan TTG;
d. pelatihan industri kerajinan;
e. pelatihan inovasi dan pengembangan TTG;
f. peningkatan kapasitas tentang pengelolaan limbah plastik dan limbah syarakat lainnya;
g. Pelatihan dan pengembangan TTG pengelolaan hasil pertanian, perkebunan menjadi produk unggulan Pekon.
· Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna;

· Pembangunan dan pemeliharaan gedung Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna;

· Pemberian bantuan operasional dan insentif pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	18.
	Pengelolaan budidaya pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan bersekala Pekon
	· Pelatihan pengembangan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan bersekala Pekon;
· Pelatihan kelompok tani, ternak dan wanita tani;
· Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Pekon untuk peningkatan ketahanan pangan Pekon;
· Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan secara terpadu;

· Pengembangan ternak secara kolektif.
· Pengembangan benih lokal, meliputi pembangunan sarana prasarana dan pembibitan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dan pengadaan dan pemberian bantuan benih/bibit kepada masyarakat;
· Pengadaan alat-alat pertanian dan perkebunan;

· Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya ikan;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	19.
	Pengelolaan perekonomian bersekala Pekon
	· Pembentukan, Pelatihan dan fasilitasi kelompok usaha ekonomi produktif;
· pengembangan usaha mikro berbasis Pekon, berupa sentra usaha mikro kecil dan menengah;
· Pelatihan kelompok pengrajin;
· Pelatihan kewirausahaan.
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	20.
	Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon
	· Pembentukan Badan Usaha Milik Pekon;
· Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Pekon;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	21.
	Pengelolaan sumber daya alam bersekala Pekon
	· Penghijauan;

· perlindungan mata air;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	22.
	Pembinaan kepemudaan dan olah raga bersekala Pekon
	· Pembinaan kelompok pemuda Karang Taruna dan olah raga;
· pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	23.
	Pengelolaan pendidikan non formal bersekala Pekon
	· pengembangan dan penyelenggaran TPA milik Pekon;
· Pemberian bantuan Pembangunan dan operasional TPA milik Pekon;

· Pemberian bantuan insentif guru ngaji/ guru taman keagamaan;

· pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD).

1) pengembangan dan penyelenggaran PAUD milik Pekon;

2) pembangunan dan pemeliharaan gedung PAUD milik Pekon;

3) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar/bermain PAUD milik Pekon;

4) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD milik Pekon;
5) penetapan tunjangan tenaga tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD milik Pekon.
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	24.
	Pembinaan hukum masyarakat bersekala Pekon
	· Pembinaan dan sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Pekon;

· Pembinaan dan Sosialisasi pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
· Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para regal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Pekon;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	25.
	Pembinaan Tenaga kerja Pekon
	· Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Pekon;
· Pembinaan dan Sosialisasi ketenaga kerjaan;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	26.
	Penetapan dan Sosialisasi peraturan berskala Pekon, Peraturan bersama Pekon, Peraturan Kepala Pekon, Peraturan Bersama Kepala Pekon,  Keputusan Kepala Pekon dan Keputusan Bersama Kepala Pekon
	· Penetapan dan Sosialisasi peraturan berskala Pekon, Peraturan bersama Pekon, Peraturan Kepala Pekon, Peraturan Bersama Kepala Pekon,  Keputusan Kepala Pekon dan Keputusan Bersama Kepala Pekon;
· Sosialisasi Penetapan dan Sosialisasi peraturan berskala Pekon, Peraturan bersama Pekon, Peraturan Kepala Pekon, Peraturan Bersama Kepala Pekon,  Keputusan Kepala Pekon dan Keputusan Bersama Kepala Pekon;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	27.
	Penyelenggaraan dan Penetapan Organisasi Pemerintah Pekon
	· Pemilihan Kepala Pekon;
· Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Pekon;

· Penetapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Pekon;
· Penetapan tambahan tugas dari Kepala Pekon;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	28.
	Peningkatan kapasitas perangkat Pekon
	· Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Pekon, meliputi :
a. peningkatan kapasitas Kepala Pekon, Perangkat Pekon dan staf Pekon;

b. peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota BPD.
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	29.
	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Pekon
	· Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Pekon;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	30.
	Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Pekon Pengelolaan keuangan Pekon
	· Penetapan Perencanaan Pekon Meliputi ;

a. penetapan RPJMPekon;

b. penetapan RKPPekon;
c. Penetapan APB Pekon  dan perubahan APD Pekon;

d. Penetapan dan perubahan peraturan  di Pekon;

e. Pengadaan penatausahaan Keuangan Pekon.

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	31.
	Pengelolaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintah Pekon
	· pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor di Pekon, meliputi:

1) pembangunan dan pemeliharaan gedung Kantor dan Balai Pekon dan atau balai Pekon;

2) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor BPD;
3) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor PKK, LPM dan lembaga kemasyarakatan lainya.

· Pembangunan dan pemeliharaan Gedung Serbaguna;
· Pengadaan Sarana Prasarana Aset Pekon;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	32.
	Pengadaan Operasional pemerintah Pekon
	· Pengadaan operasional perkantoran;

a. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;

b. Pengadaan dan pemeliharaan gedung kantor;

c. Pemeliharaan halaman dan taman kantor;
d. Pemeliharaan kendaraan dinas /operasional;

e. Pengadaan jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun perangkat Pekon.
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	33.
	Pengelolaan arsip Pekon
	· Pengelolaan arsip Pekon;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	34.
	Penetapan dan penegasan batas berskala Pekon
	· Penetapan dan penegasan batas Pekon;
a. musyawarah antar Pekon dalam penetapan dan penegasan batas Pekon;
b. Pendataan, penetapan dan penegasan batas RT/ RW;
c. Penetapan dan penegasan batas Pekon;
· Penetapan batas wilayah dan Pembentukan/ Pemekaran Pekon;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	35.
	Fasilitasi pendataan dan pelayanan kependudukan dan catatan sipil dan penyusunan profil Pekon
	· Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angktan kerja dll;

· Penyusunan Profil Pekon;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	36.
	Pembinaan kelompok masyarakat miskin, jompo, difabel dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya berskala Pekon
	· Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin, melalui :

a. pemberian bantuan sandang dan pangan jompo ,keluarga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya;

b. rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin.

· Fasilitasi terhadap kelompok- kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel.
· Analisis kemiskinan secara partisipatif di Pekon;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	37.
	Pengembangan kerjasama antar Pekon dan Pekon dengan pihak ketiga
	· Pengembangan kerjasama antar Pekon dan Pekon dengan pihak ketiga;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	38.
	Pengelolaan penanggulangan bencana, kadaan darurat, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya berskala Pekon
	· Pembinaa kelompok siaga bencana/ penanggulangan resiko bencana atau  tim relawan penanggulangan bencana, kadaan darurat, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya berbasis masyarakat di Pekon;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	39.
	Pengelolaan Sarana Prasarana Peribadatan berskala Pekon
	· pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
· Pemberian bantuan insentif guru ngaji/ guru taman keagamaan;

· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	40.
	Penyelenggaraan Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Pekon; dan
	· Penyelenggaraan Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Pekon;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.

	41.
	Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berskala Pekon.
	· Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berskala Pekon;
· Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pekon.
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